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Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan 
(PBB-P2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Tana Toraja 
Socialization influences Land and Building Tax Urban and Rural  Against 
Taxpayer Compliance in Tana Toraja 
 




Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi pajak bumi dan 
bangunan perkotaan dan perdesaan terhadap kepatuhan wajib pajak di 
Kabupaten Tana Toraja. Data penelitian ini diperoleh dari kuisioner (primer) 
dengan mengambil responden sebanyak 100 wajib pajak yang ada di Kabupaten 
Tana Toraja. Analisis data dilakukan melalui analisis instrumen penelitian yang 
meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji hipotesis menggunakan 
teknik analisis linear. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak 
bumi dan bangunan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak di Kabupaten Tana Toraja. Dari besarnya Adjusted R Square sebesar 
0,355, yang berarti variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas 
variabel independen sebesar 35,5%, sisanya 64,5% dijelaskan oleh variabel 
lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. 
 
Kata Kunci:  Sosialisasi, pajak bumi dan bangunan, perkotaan dan 
perdesaan, kepatuhan wajib pajak, Kabupaten Tana Toraja 
 
This study aims to analyze the influence of socialization property tax urban and 
rural on tax compliance in Tana Toraja. The research data obtained from the 
questionnaire (primary) by taking as many as 100 respondents taxpayers in Tana 
Toraja. Data analysis was conducted through analysis of research instruments 
that include validity, reliability test, normality test, and test hypotheses using 
linear analysis techniques. Results of this study indicate that the socialization of 
property taxes significantly influence taxpayer compliance in Tana Toraja. Of 
magnitude Adjusted R Square of 0.355, which means that the dependent variable 
can be explained by the variability of the independent variable by 35.5%, the 
remaining 64.5% is explained by other variables that are not included in the 
research model. 
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1.1 Latar Belakang 
Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam 
rangka pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan untuk 
mencapai keadaan yang lebih baik. Pembangunan yang ingin dicapai bangsa 
Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata 
baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945, secara khusus yang terdapat dalam sila kelima Pancasila. Demi teciptanya 
pembangunan nasional, maka penyusunan program pembangunan yang 
dilakukan harus mengikuti suatu tatanan atau rencana yang telah ditentukan. 
Dalam usaha mencapai tujuan pembangunan tersebut, pemerintah 
menyusun tahap-tahap pelaksanaan yang sistematis, baik untuk jangka panjang 
maupun jangka pendek yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, 
pengawasan, dan evaluasi dengan tidak menyepelehkan arti dan peran dari 
pihak-pihak lain yang ikut berpartisipasi dalam menyukseskan pembangunan 
nasional. 
Untuk meningkatkan dan menetapkan penyelenggaraan pemerintah dan 
pembangunan, maka dilakukan pendayagunaan aparatur pemerintah, yang 
pelaksanaan  dan  penggunaannya juga diperlukan adanya pengawasan yang 
efektif dan efisien agar pembangunan nasional berjalan dengan baik. 
Pendayagunaan aparatur pemerintah sangat penting dalam mengelolah 





Salah satu upaya pemerintah yang dilakukan untuk membiayai 
pembangunan adalah menyerap dari sektor pajak, meskipun tidak kalah 
pentingnya pemasukan dari berbagai sektor pendapatan lain. Pendapatan dari 
sektor pajak mempunyai andil besar dalam pendapatan negara, sesuai dengan 
data-data yang disajikan oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti terlihat pada  
tabel 1.1 dibawah ini: 
Tabel 1.1  Data Penerimaan Negara dari Sektor pajak dan Bukan Pajak       
(Miliar Rupiah) 
Uraian 2009 2010 2011 2012 
Bagian laba BUMN 26.049,50 29.500,00 26.590,00 27.590,00 
Pajak dalam negeri 601.251,80 720.764,50 816.422,30 976.898,80 
Pajak perdagangan 
internasional 
18.670,40 22.561,40 23.118,10 42.433,60 
Pendapatan BLU 8.369,50 9.486,00 14.895,00 17.861,00 
Penerimaan SDA 138.959,20 164.726,70 158.173,70 172.870,80 
PNBP Lainnya 53.796,00 43.462,00 43.429,00 54.398,00 
sumber : Direktorat Jenderal Pajak, http://www.pajak.go.id/content/penerimaan-
negara-detil-2009-2012 
 
Dari tabel kita dapat melihat bahwa penerimaan negara dari sektor pajak 
terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Apabila dipersentasekan, 
penerimaan negara dari sektor pajak  ± 75 %. 
Di Indonesia sejak tahun 1983 yaitu saat terjadi reformasi perpajakan 
(tax reform) mengalami perubahan sistem dan mekanisme pemungutan pajak 
dari official assesment menjadi self assesment (Duppy, 2011). Perubahan ini 
membawa pembaharuan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Dengan 
digulirkannya reformasi dibidang perpajakan, yang ditandai dengan perubahan 
sistem perpajakan yang dianut dari office assesment menjadi self assesment 
memberikan akses yang besar bagi wajib pajak untuk tidak melaporkan 
kewajiban perpajakannya sesuai dengan fakta/sebenarnya terjadi di lapangan, 
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atau dengan kata lain salah satu dampak dari adanya perubahan tersebut  
adalah  menurunnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya 
karena pada dasarnya  ada kecenderungan wajib pajak untuk merasa keberatan 
kalau harta yang telah dikumpulkan atau diperoleh sendiri itu sebagian 
disetorkan kepada Negara. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut 
diperlukan suatu perangkat atau tindakan  dari  pemerintah dengan tujuan 
menggugah hati wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadarannya 
dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak. 
Tindakan tersebut dapat berupa sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak 
akan kesadaran wajib pajak dalam hal menyelesaikan kewajibannya membayar 
pajak. 
Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan suatu 
kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan pembayaran pajak termasuk tertib 
terhadap hukum perpajakan dimana disebutkan hukum perpajakan tidak 
pandang bulu dan tidak luput dari pengecualian baik dimana saja serta siapa 
saja semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku. 
Kesadaran akan hukum ini juga untuk menghindari sanksi administrasi yang 
akan merugikan wajib pajak sendiri. 
Masih cukup banyak rakyat yang tidak sadar akan kewajiban-
kewajibannya, yang seharusnya mereka malu bahwa untuk kepentingan-
kepentingannya serta untuk kepentingan anak cucunya mereka enggan 
memenuhi kewajibannya yang hanya setahun sekali dan jumlahnya pun tidak 
seberapa. Dapat diumpamakan bahwa mereka yang berpikiran demikian, 
hidupnya bagaikan benalu yang hidup menumpang pada kehidupan orang lain 
yang sadar akan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Mereka tidak sadar untuk 
memenuhi kewajiban PBB-nya seakan buta atau menutup mata akan adanya 
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fasilitas umum yang ada disekitarnya baik itu berupa jalan raya, jembatan, dan 
fasilitas umum lainnya yang mereka gunakan sehari-hari. Mereka buta atau 
sengaja membutakan matanya terhadap segala sesuatu yang mereka perlukan 
berupa sarana umum beserta pegawai pemerintah yang dengan ikhlas melayani 
keperluan masyarakat yang semuanya itu memerlukan sejumlah biaya yang  
tidak sedikit. 
Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang taat hukum dan memenuhi 
segala kewajibannya perlu dibina sehingga menimbulkan rasa hidup 
bermasyarakat dalam diri masing-masing wajib pajak. Dengan demikian, roda 
pemerintahan akan berjalan sebagaimana mestinya demi kepentingan wajib 
pajak itu sendiri serta melancarkan pula tercapainya cita-cita rakyat Indonesia 
secara keseluruhan  untuk hidup dalam negara yang adil dan makmur dalam 
lingkup nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap rakyat / 
penduduk harus sadar bahwa kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan 
bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan roda pemerintahan yang 
mengurusi segala kepentingan rakyat sendiri. Jadi sadar berkorban dan 
pengorbanan itu adalah untuk kepentingan sendiri dari generasi ke generasi. 
Oleh sebab itu, dengan adanya sosialisasi diharapakan kepatuhan wajib 
pajak dapat timbul dari dalam diri wajib pajak, sehingga wajib pajak sadar akan 
kewajiban-kewajibannya dalam hal membayar pajak khususnya pajak bumi dan 
bangunan apalagi Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) serta Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sudah dialihkan menjadi  pajak daerah 
sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah ini mulai berlaku tanggal 01 Januari 2010. Pengalihan Pajak 
Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini 
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menjadi pajak daerah dengan tujuan untuk mendekatkan  pengelolah pajak 
dengan wajib pajak serta berharap dapat meningkatkan pendapatan daerah. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penyusun skripsi ini merasa 
penting untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Pajak 
Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2) Dan Bea Perpindahan 
Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten 
Tana Toraja”. Tetapi pada saat penulis melakukan observasi, penulis 
mendapatkan informasi bahwa ranperda untuk PBB-P2 dan BPHTB yang 
diajukan oleh pemerintah kepada DPRD yang akan menjadi payung hukum bagi 
pemerintah untuk memungut dan mengelolah PBB-P2 serta BPHTB tersebut, 
baru disetujui dan diperdakan oleh DPRD pada bulan April 2011. 
Sesuai dengan ketentuan umum perpajakan, pajak dapat dipungut dari 
wajib pajak apabila ada payung hukum yang menjadi dasarnya. Dalam observasi 
juga penulis mendapatkan informasi bahwa Pemerintah Daerah Tanah Toraja 
belum melakukan pemungutan atas BPHTB sejak Bulan Januari 2011 sampai 
April 2011 karena belum adanya payung hukum. 
Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis, maka penulis 
memutuskan untuk tidak melakukan penelitian atas BPHTB dengan alasan data 
tidak valid, melainkan penulis hanya melakukan penelitian atas PBB-P2, dengan 
judul “Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan 
Perdesaan (PBB-P2) Terhadap Kewajiban Wajib Pajak di Kabupaten Tanah 
Toraja”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan dalam alasan pemilihan 
judul, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 
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1. Seberapa besar intensitas sosialisasi pajak bumi dan bangunan perkotaan 
dan perdesaan (PBB-P2) yang dilakukan di Kabupaten Tana Toraja? 
2. Seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tana Toraja 
khususnya pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2)? 
3. Seberapa besar pengaruh sosialisasi pajak bumi dan bangunan perkotaan 
dan perdesaan (PBB-P2) terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tana 
Toraja?. 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui tingkat intensitas sosialisasi pajak bumi dan bangunan 
perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) yang dilakukan di Kabupaten Tana 
Toraja. 
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tana Toraja 
khususnya pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2). 
3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak bumi dan bangunan perkotaan 
dan perdesaan (PBB-P2) terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tana 
Toraja. 
1.4 Kegunaan Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa tentang pajak bumi dan 
bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2). 
2. Memperoleh pengetahuan tentang usaha peningkatan pajak khususnya pajak 




3. Sebagai bahan masukan yang dapat dipertimbangkan oleh DPPKAD yang 
mengurusi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) di 
Kabupaten Tanah Toraja.  
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan 
penelaahan penelitian. Dalam usulan penelitian skripsi ini, sistematika penulisan 
terdiri atas tiga bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat 
dijelaskan sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang materinya sebagian 
besar menyempurnakan usulan penelitian yang berisikan tentang 
latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 
kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari pembahasan 
secara terperinci yang memuat tentang; pengertian pajak, sistem 
pemungutan pajak, pengelompokan pajak, fungsi pajak, asas-asas 
pemungutan pajak. Pengertian dasar pajak bumi dan bangunan yang 
meliputi; sejarah pajak bumi dan bangunan, dasar hukum pajak bumi 
dan bangunan, pengertian bumi dan bangunan, objek pajak bumi dan 
bangunan sektor perkotaan dan perkotaan, objek pajak bumi dan 
bangunan, nilai jual objek pajak, subyek pajak, tarif dan dasar 
pengenaan pajak, surat pemberitahuan objek pajak (SPOP), surat 
pemberitahuan pajak terutang (SPPT) dan surat ketentuan pajak 
8 
 
(SKP). Di dalam bab ini juga dijelaskan mengenai sosialisasi pajak 
bumi dan bangunan, kepatuhan wajib pajak, dan kerangka berpikir. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini berisikan tentang pengembangan metode penelitian 
yang terdiri dari; rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, 
populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan 
data, variabel penelitian dan defenisi operasional, instrumen 
penelitian, dan analisis data. 
BAB IV ANALISIS DATA 
Bab ini berisikan pembahasan tentang hasil pengujian data yang 
telah diperoleh dengan menggunakan instrumen penelitian. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini membahas mengenai kesimpulan hasil penelitian, 




BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Perpajakan  
2.1.1 Pengertian Pajak  
Pajak dapat diartikan dengan berbagai pengertian tetapi semuanya 
mempunyai makna yang sama, ada beberapa pendapat dari para ahli, antara 
lain :  
Definisi pajak menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawan      (2009;1):  
Pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  
Definisi menurut Rahmad Soemitro sebagaimana yang dikutip oleh 
Mardiasmo (2011;1) :  
Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang 
dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang 
secara langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum.  
Definisi pajak menurut Andriani sebagaimana yang dikutip oleh      
Rahayu (2010;22) :  
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh 
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat 
prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk 




Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pajak 
adalah iuran atau pungutan yang digunakan oleh suatu badan yang bersifat 
umum (Negara) untuk menutupi segala pengeluaran/pembiayaan operasional 
suatu badan dimana pemungutannya dapat bersifat memaksa.  
Dari pendapat diatas juga dapat disimpulkan bahwa ada beberapa 
unsur yang harus dikandung oleh pajak tersebut diantaranya adalah: 
 a compulsory, merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang 
dikenakan kewajiban perpajakan (Rahayu, 2010;23). Lebih lanjut lagi Rahayu 
mengatakan bahwa jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka 
dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan undang-undang. 
 Contribution, kontribusi ini dapat diartikan sebagai iuran yang diberikan oleh 
rakyat untuk memenuhi kewajiban perpajakan kepada pemerintah dalam  
satuan moneter. 
 By individual or organizational, iuran yang dapat dipaksakan tersebut dibayar 
oleh perorangan/individu atau badan/organisasi yang memenuhi kewajiban 
perpajakan. 
 Received by goverment, iuran yang diberikan tersebut dibayarkan kepada 
pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan suatu negara 
 For public purposes, iuran yang diterima oleh pemerintah itu selaku 
penyelenggara pemerintahan akan dijadikan sebagai dana untuk pemenuhan 
tujuan kesejahteraan rakyat banyak. 
Selain 5 unsur tersebut, penulis dapat menginterpretasikan beberapa ciri-ciri 
khusus yang terdapat pada pengertian pajak yaitu: 
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang 
Ini adalah hal yang paling mendasar bahwa dalam penmungutan pajak harus 
didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pada hakekatnya yang 
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memikul beban pajak adalah rakyat, masalah mekanisme dan tarif pajak 
ditentukan oleh rakyat melalui wakilnya di DPR, kemudian hasilnya 
dituangkan dalam suatu undang-undang yang harus dipatuhi oleh setiap pihak 
yang dikenakan kewajiban perpajakan. 
2. Pajak dapat dipaksakan 
Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dikenakan 
tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Jika terjadi 
pelanggaran dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, menurut undang-
undang no.28 Tahun 2007, fiskus berwenang untuk memberi sanksi-sanksi 
pidana fiskal dan sanksi administratif termasuk wewenang melakukan 
penyitaan terhadap harta bergerak/tetap dari wajib pajak. 
3. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah 
Dalam menjalankan fungsinya seperti melaksanakan ketertiban, 
mengusahakan kesejahteraan, melaksanakan fungsi pertahanan, serta fungsi 
keadilan, pemerintah membutuhkan banyak biaya (dana). Dana yang 
diperoleh dari rakyat melalui pajak digunakan untuk memenuhi biaya atas 
fungsi-fungsi yang dilakukan pemerintah tersebut. 
4. Tidak dapat ditunjukkkan kontraprestasi secara langsung 
Imbalan dari ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak tidak secara 
langsung dapat dirasakan oleh wajib pajak yang membayar pajak. Pemerintah 
tidak memberikan nilai atau penghargaan atau keuntungan kepada wajib 
pajak secara langsung. Wajib pajak hanya bisa merasakan secara tidak 
langsung bentuk-bentuk kontraprestasi dari pemerintah. Seperti 
pembangunan fasilitas umum yang dibiayai oleh APBN dan APBD. Selain itu 
bentuk kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah adalah masyarakat 
merasakan keamanan dan stabilitas negara karena aparatur negara maupun 
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sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan negara telah dibiayai 
dengan pajak. 
5. Berfungsi sebagai budgetair dan regulered 
Fungsi budgetair (anggaran), pajak berfungsi mengisi kas negara atau 
anggaran pendapatan negara yang digunakan untuk keprluan pembiayaan 
umum pemerintah baik rutin maupun pembangunan. Fungsi regulared 
(mengatur) adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau alat 
untuk melaksanakan kebjakan yang ditetapkan negara dalam bidang ekonomi 
sosial untuk mencapai tujuan tertentu. 
Saat ini, ada lima jenis pajak di Indonesia diantaranya: 
 Pajak Penghasilan 
 Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
 Pajak Bumi dan Bangunan 
 Bea Materai 
 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak 
Menurut pendapat Mardiasmo (2011;7) dalam bukunya yang berjudul 
“Perpajakan” ada tiga sistem pemungutan pajak yang dianut diantaranya: 
a. Official Assessment System 
Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah 
(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 
Ciri-cirinya adalah: 
 Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus 
 Wajib pajak bersifat pasif 




b. Self Assessment System 
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak 
untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutangnya. 
Ciri-cirinya adalah: 
 Wewenang untuk menentukan pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri 
 Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri 
pajak yang terutang 
 Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi 
c. With Holding System 
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 
ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk 
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 
Ciri-cirinya adalah: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada 
pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. 
Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sistem self assessment. 
Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung 
jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan 
melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib pajak adalah 
orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 






2.1.3 Pengelompokan Pajak 
1. Pengelompokan pajak menurut golongannya (mardiasmo, 2011;5) 
a. Pajak langsung 
Adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak 
dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya 
adalah pajak penghasilan (PPh) 
b. Pajak tidak langsung 
Adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada 
pihak lain. Contohnya: Pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 
2. Pengelompokan pajak menurut sifatnya (Mardiasmo, 2011;5) 
a. Pajak subjektif 
Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam 
artian bahwa pembebanan pajak mempertimbangkan keadaan diri 
wajib pajak 
Contohnya adalah: Pajak Penghasilan (PPh) 
b. Pajak objektif 
Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan 
keadaan diri wajib pajaknya 
Contohnya adalah: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 
3. Penggolongan pajak menurut lembaga pemungutnya (Mardiasmo, 
2011;6): 
a. Pajak pusat 
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk 
membiayai rumah tangga negara. 
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Contohnya adalah: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan 
Bea Materai 
b. Pajak daerah 
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk 
membiayai rumah tangga daerah. 
Pajak daerah terdiri atas: 
 Pajak Provinsi, contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak 
Bahan Bakar kendaraan Bermotor 
 Pajak Kabupaten/kota, contohnya: Pajak Hotel, Pajak Restoran, 
Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan. 
2.1.4 Fungsi Pajak 
Fungsi pajak menurut Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya yang berjudul 
“Perpajakan Indonesia” ada dua, yaitu: 
a. Fungsi sumber keuangan negara (Budgetair) 
Dalam fungsi ini pungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang 
sebanyak-banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya akan 
digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara baik untuk 
pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun 
pengeluaran untuk membiayai pembangunan. 
b. Fungsi mengatur (Regulared) 
Pada bidang perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan 
kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga memberikan 
keringanan atau pembesaran pajak pada para penabung dengan maksud 
menarik uang dari masyarakat dan mengalihkannya ke sektor-sektor produktif. 
Dengan adanya industri baru maka dapat menampung tenaga kerja yang 
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lebih banyak, sehingga pengangguran berkurang dan pemerataan 
pendapatan akan dapat terlaksana untuk mencapai keadilan sosial ekonomi 
dalam masyarakat. 
2.1.5 Asas-Asas Pemungutan Pajak 
Didalam melakukan pemungutan pajak baik yang dikelolah oleh 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-
asas pemungutan pajak (Mardiasmo, 2011:7), yaitu: 
a. Asas kebangsaan 
Bahwa pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang (wajib pajak) 
yang bertempat tinggal di indonesia. 
b. Asas domisili (tempat tinggal) 
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib 
pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal 
dari dalam maupaun dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib pajak yang 
berada di dalam negeri. 
c. Asas sumber penghasilan 
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber 
di wilayahnya dalam hal ini Negara Indonesia dengan tidak memperhatikan 
subyek tempat tinggal. Disamping asas-asas berpedoman pada hal tersebut 
diatas, ada juga pungutan pajak yang dilandasi oleh falsafah hukum. 
Selain asas-asas yang dijelaskan diatas, ada juga beberapa teori pajak 
yang diakui dari zaman ke zaman, yaitu: 
a. Teori asuransi 
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak 
rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan 
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sebagai suatu “premi asuransi” karena memperoleh kenikmatan jaminan 
perlindungan tersebut 
b. Teori kepentingan 
Teori ini menekankan bahwa pemungutan serta pembagian beban 
pajak kepada penduduk secara keseluruhan dan adil. Akan tetapi karena teori 
ini membenarkan adanya hak pemerintah untuk memungut pajak dari rakyat 
dapat pula digolongkan kedalam teori yang memperkuat beban pajak 
didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas pemerintah 
termasuk dalam perlindungan jiwa beserta harta benda. 
c. Teori bakti 
Menurut teori ini seseorang tidak dapat berdiri sendiri, artinya tanpa 
adanya suatu persekutuan dimana persekutuan ini menjelma menjadi negara. 
Maka dari itu setiap individu menyadari adanya tugas sosial yaitu membayar 
iuran atau pajak sebagai wujud baktinya kepada negara. Besarnya beban 
pajak didasarkan pada daya pikul individu dalam masyarakat atau dengan 
kata lain beban pajak tidak harus sama besarnya untuk setiap orang, jadi 
beban pajak harus sesuai dengan yang seharusnya bisa dibebankan kepada 
wajib pajak. Ukuran yang dapat dipakai untuk menentukan besarnya beban 
pajak bagi wajib pajak antara lain penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran 
belanja. 
d. Teori daya pikul 
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak 
harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Daya pikul itu 





e. Teori asas daya beli 
Memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga 
masyarakat untuk rumah tangga negara kemudian negara menyalurkan 
kembali kemasyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat 
sehingga kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. 
Selain teori serta asas-asas yang dijelaskan diatas, ada juga beberapa 
stelsel yang menjadi dasar pemungutan pajak yaitu: 
a. Stelsel nyata (riil stelsel) 
Pengenaan pajak didasarkan pada objek yaitu penghasilan yang 
nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan  pada akhir tahun 
pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata 
mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini 
adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah 
pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode. 
b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel) 
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 
undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan 
tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan 
besarnya pajak yang terutang untuk pajak tahun berjalan. Kebaikan stelsel ini 
adalah pajak dapat dibayar pada tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada 
akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak 
berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. 
c. Stelsel campuran 
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 
anggapan pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu 
anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan 
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keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih 
besar dari pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. 
Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali (restitusi). 
Stelsel pajak yang diberlakukan di Indonesia adalah stelsel campuran, 
dimana besarnya pajak dihitung pada awal tahun berdasarkan suatu anggapan 
kemudaian pada akhir tahun deisesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. 
2.2 Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) 
2.2.1 Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan 
Sebelum lahirnya Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, di 
Indonesia telah ada IPEDA (Iuran Pembangunan daerah). Akan tetapi landasan 
hukum IPEDA kurang jelas. Selain IPEDA, masih banyak pungutan-pungutan lain 
yang objeknya sama yaitu tanah dan bangunan sehingga memberatkan 
masyarakat, pungutan yang dimaksud antara lain; Pajak Rumah Tangga, Pajak 
Kekayaan, Pajak Jalan, Pajak Hasil Bumi, dan lain-lain. 
Pada tahun 1985 dilakukan reformasi perpajakan     dibidang pajak 
bumi dan bangunan dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 12 tahun 
1985 yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya 
disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1994. Khusus untuk 
pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan diatur dalam 
Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. 
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan 
Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang 
nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 
12 tahun 1994. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan 
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perkotaan diatur dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan undang-undang yang disebutkan 
terakhir diatas, maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, 
pengadministrasian, pemungutan / penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Berdasarkan 
informasi yang diperoleh penulis, diketahui bahwa peraturan daerah sebagai 
dasar bagi pemerintah daerah untuk menarik retribusi pajak daerah dari pajak 
bumi dan bangunan sektor perkotaan dan perdesaan itu masih dalam bentuk 
rancangan peraturan daerah (RANPERDA) sehingga yang menjadi dasar 
pemungutan pajak di Kabupaten Tana Toraja masih mengacu kepada aturan 
lama tetapi pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja telah melakukan 
sosialisasi mengenai perpindahan kewenangan pemungutan pajak bumi dan 
bangunan dari pajak pusat menjadi pajak daerah. 
Asas Pajak Bumi dan Bangunan adalah: 
a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan 
b. Adanya kepastian hukum 
c. Mudah dimengerti dan adil 
d. Menghindari pajak berganda 
2.2.3 Pengertian Bumi dan Bangunan 
Bumi adalah seluruh permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada 
dibawahnya. Secara umum pengertian bumi adalah sama dengan tanah, 
termasuk pekarangan, sawah, empang, perairan pedalaman, serta laut di wilayah 
Indonesia (Mardiasmo, 2011;311). 
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan 
secara tetap pada tanah atau perairan. Termasuk kedalam kategori bangunan 
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yang dikenakan pajak adalah bangunan tempat tinggal (rumah), gedung kantor, 
hotel, dan lain-lain. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah: 
a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan 
b. Jalan tol 
c. Kolam renang 
d. Pagar rumah 
e. Tempat olahraga 
f. Galangan kapal, darmaga 
g. Fasilitas lain yang memberikan manfaat. 
2.2.4 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan mengenai Pajak Bumi dan 
Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan sebagai berikut: 
Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan  Perkotaan adalah 
Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang 
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan. 
 
2.2.5 Objek Pajak Bumi dan Bangunan 
Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau bangunan 
termasuk juga unit tempat usaha, perumahan dan apartemen, seperti tercantum 
dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak 
Orang Pribadi melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan. 
Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah 
pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan 
sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang. 
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Dalam menentukan klasifikasi bumi dan atau bangunan dipertimbangkan faktor-




d. Kondisi lingkungan dan lain-lain. 
Sedangkan dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor 
sebagai berikut: 
a. Bahan yang digunakan 
b. Rekayasa 
c. Letak 
d. Kondisi lingkungan dan lain-lain. 
Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah 
objek pajak yang: 
a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, 
sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak 
dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara 
lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan 
yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan 
kebudayaan nasional tersebut. Termasuk dalam pengertian ini adalah hutan 
wisata negara. Contohnya; pesantren atau sejenisnya dengan itu, madrasah, 
gereja, tanah wakaf, dan rumah sakit umum 




c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, 
tanah penggembalaan yang dikuasaui oleh desa, dan tanah negara yang 
belum dibebankan suatu hak 
d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan 
timbal balik 
e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang 
ditentukan oleh Menteri Keuangan. 
Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan 
pemerintah. Penentuan pengenaan pajak diatur lebih lanjut dengan peraturan 
pemerintah. 
2.2.6 Nilai Jual Objek Pajak 
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh 
dari ransaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terjadi 
transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga 
dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek 
pajak pengganti. 
Menurut Mardiasmo (2011;312): 
Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis adalah suatu 
metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara 
membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis, yang 
letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga 
jualnya sedangkan nilai perolehan baru yaitu menghitung seluruh biaya 
yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat 
dilakukan penilaian dikurangi dengan penyusutan sesuai fisik objek 
pajak. 
Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi: 
 Objek pajak sektor perkotan dan perdesaan 
 Objek pajak sektor perkebunan 
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 Objek pajak sektor kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan, Hak 
Pengusahaan Hasil Hutan, Izin Pemanfaatan Kayu serta izin sah lainnya 
selain Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri 
 Objek pajak sektor kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan Tanaman 
Industri 
 Objek pajak sektor pertambangan minyak dan gas bumi 
 Objek pajak sektor pertambangan energi panas bumi 
 Objek pajak sektor pertambangan non migas selain pertambangan energi 
panas bumi dan galian C 
 Objek pajak sektor pertambangan non migas golongan C 
 Objek pajak sektor pertambangan yang dikelolah berdasarkan kontrak karya 
atau kontrak kerjasama 
 Objek pajak usaha bidang perikanan laut 
 Objek pajak usaha bidang perikanan darat 
 Objek pajak yang bersifat khusus 
2.2.7 Subyek Pajak Bumi dan Bangunan 
Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai 
suatu hak atas bumi  dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, 
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, antara lain pemilik, 
penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai dan penyewa (Prabowo, 2004;168) 
Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak bumi dan 
bangunan (PBB) menjadi wajib pajak PBB. Apabilah suatu objek pajak belum 
jelas diketahui wajib pajaknya misalnya suatu objek pajak yang masih dalam 
sengketa pemilikan di pengadilan , maka orang atau badan yang memanfaatkan 
objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak, selain itu misalnya subjek 
pajak yang lama berada di luar wilayah letak objek pajak, sedang untuk merawat 
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objek pajak tersebut dikuasakan kepada orang atau badan, maka orang atau 
badan yang dikuasakan itu dapat ditunjuk sebagai wajib pajak. Penunjukan 
sebagai wajib pajak oleh Dirjen Pajak bukan berarti bukti pemilikan hak. Apabilah 
ada kejadian-kejadian yang tidak terduga maka  Direktorat Jenderal Pajak dapat 
menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak. Subjek pajak yang ditetapkan 
tersebut dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktorat Jederal 
Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak tersebut. 
Apabilah keterangan yang diajukan oleh wajib pajak disetujui, maka 
Direktorat Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak dalam 
jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan tersebut. Tetapi 
apabilah tidak disetujui, maka Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan surat 
keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya. Apabilah 1 (satu) bulan 
sejak diterimanya surat keterangan tertulis itu dan tidak ditanggapi oleh Dirjen 
Pajak maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui dan wajib pajak 
gugur dengan sendirinya serta berhak mendapatkan keputusan pencabutan 
penetapan sebagai wajib pajak. 
2.2.8 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak 
Tarif yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan sektor 
perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 
pasal 80 ayat 1 paling tinggi sebesar 0,3 % (tiga per sepuluh persen). 0,3 %(tiga 
per sepuluh persen) ini dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang 
diperoleh dari hasil pengurangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan Nilai 
Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), lebih jelasnya digambarkan 
sebagai berikut: 
         PBB = Tarif Pajak x DPP 
 = 0,3% x (NJOP-NJOPTKP) 
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Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditentukan setiap tiga tahun 
oleh kepala kantor wilayah Direktorat jenderal Pajak atas nama Menteri 
Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota 
(Pemerintah daerah) setempat Namun untuk daerah tertentu yang karena 
adanya perkembangan pembangunan mengakibatkan adanya kenaikan NJOP 
yang cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali. 
Selanjutnya  (NJOP) ini ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan 
memperhatikan kondisi ekonomi nasional serta kondisi ekonomi daerah yang 
bersangkutan. 
2.2.9 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Ketentuan Pajak (SKP) 
Dalam rangka pendataan, wajib pajak akan diberikan Surat 
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) untuk diisi dan dikembalikan kepada 
Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak yang pernah dikenakan IPEDA tidak wajib 
mendaftarkan objek pajaknya kecuali kalau ia menerima SPOP, maka dia wajib 
mengisinya dan mengembalikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak. 
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) harus diisi dengan jelas, 
benar, lengkap dan tepat waktu serta ditandatangani dan disampaikan kepada 
Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek 
pajak. Yang dimaksud dengan jelas adalah penulisan data yang diminta dalam 
SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir, 
sedangkan benar berarti data yang dilapor harus sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya. 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diterbitkan oleh Dirjen 
Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang telah 
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diterimanya, namun untuk membantu wajib pajak SPPT dapat diterbitkan 
berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada Direktorat Jenderal Pajak. 
Apabilah SPOP tidak disampaikan bahkan setelah ditegur secara 
tertulis tidak disampaikan juga sesuai dengan yang ada pada surat teguran, serta 
berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang 
terutang (seharusnya) lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan 
SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat 
mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jumlah pajak yang terutang dalam 
SKP adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% 
dihitung dari pokok pajak. Untuk lebih jelasnya dapat dibuatkan skema sebagai 
berikut: 
Gambar 2.1  






Sumber: Mardiasmo, 2011:322 
2.3 Sosialisasi Pajak Bumi Dan Bangunan 
Pajak Bumi dan Bangunan yang akrab di masyarakat dengan istilah 
PBB adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas harta tidak bergerak yaitu 
berupa bumi dan/atau bangunan. Pajak ini bersifat objektif karena yang 
Wajib pajak SPOP SPPT 
1 Februari 
Pembayaran 31 Juli 
(paling lambat), 
apabila terlambat, 
denda 2% perbulan 
dari pokok pajak 
terutang 






terutang + denda 
administrasi 25% 
dari selisih 
Pokok pajak + denda 
administrasi 25% 
dari pokok pajak 
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dipentingkan adalah objek pajaknya, bukan subjek pajaknya. Hasil penerimaan 
dari pajak ini diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang 
bersangkutan. 
Pengertian bumi disini adalah permukaan bumi, termasuk tubuh bumi 
yang ada dibawahnya. Secara umum pengertian bumi adalah sama dengan 
tanah, termasuk tanah pekarangan, sawah, empang, dan sebagainya. 
Sedangkan yang disebut dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang 
ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. 
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah, pemerintah melakukan 
pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang memberikan 
kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban serta 
memenuhi haknya dibidang perpajakan sehingga mewujudkan perluasan dan 
peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan pendapatan 
masyarakat. 
Wajib pajak seharusnya memenuhi segala kewajibannya yang 
berkaitan dengan kewajiban perpajakannya. Untuk mewujudkan wajib pajak yang 
taat terhadap kewajiban perpajakan, perlu dilakukan pembinaan/sosialisasi untuk 
menimbulkan rasa hidup bermasyarakat dalam diri setiap penduduk. Dengan 
demikian, roda pemerintahan berjalan dengan lancar demi pelayanan kepada 
masyarakat juga untuk mendukung tercapainya keseluruhan cita-cita 
rakyat/penduduk hidup dalam negara yang adil makmur dalam lingkup nilai-nilai 
Pancasila dan UUD 1945. Setiap rakyat harus sadar bahwa kewajiban untuk 
membayar Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk 
melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurusi kepentingan rakyat 
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sendiri. Jadi sadar pajak itu adalah untuk kepentingan diri sendiri dan generasi 
selanjutnya. 
Masih cukup banyak rakyat yang tidak sadar akan kewajiban-
kewajibannya, yang seharusnya mereka malu bahwa untuk kepentingannya 
mereka enggan untuk memenuhi kewajibannya yang hanya setahun sekali dan 
jumlahnya tidak seberapa. Dapat diumpamakan bahwa mereka yang hidup 
demikian, bagaikan benalu yang hidup menumpang pada kehidupan orang lain 
yang sadar akan  kewajibannya. Mereka yang tidak sadar untuk memenuhi 
kewajiban PBB-nya seakan-akan tidak peduli akan tersedianya sarana dan 
prasarana yang mereka gunakan setiap hari. 
Kesadaran akan kewajiban perpajakan dapat ditumbuhkan dan 
ditingkatkan dengan melakukan suatu sosialisasi. Sosialisasi dilakukan sekiranya 
dapat langsung mengenai sasaran yaitu wajib pajak. Dengan harapan mereka 
sadar akan hukum. 
Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk seminar, arahan langsung 
dari Direktorat Jenderal Pajak, arahan dari pemerintah setempat dalam hal ini 
pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Di Kabupaten Tana Toraja, sosialisasi 
dilakukan dengan melibatkan pemerintah setempat yaitu bupati turun langsung 
bertemu dengan para kepala kelurahan/lembang beserta kolektor dan para 
pemuka-pemuka masyarakat dan menyampaikan bahwa kewenangan 
pemungutan PBB-P2 sekarang dialihkan kepada pemerintah daerah dalam hal 
ini adalah DPPKAD Kabupaten Tana Toraja 
2.4 Kepatuhan Wajib Pajak 
Sebagai warga negara, kita harus menyadari kewajiban-kewajiban kita 
kepada negara sebagai imbalan atas perlindungan dan hak-hak yang sudah 
diberikan negara kepada kita. Dengan kata lain, “tidak sepatutnya kita menuntut 
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atau menerima berbagai pelayanan dari negara, sedangkan kita mengabaikan 
kewajiban-kewajiban kita terhadap negara”. Sebagai insan Pancasila, kita harus 
bisa memberi dan menerima, hal ini yang sering digemakan oleh pemimpin 
bangsa ini sebagai semangat gotong royong.  
Kita semua menghendaki adanya pelayanan yang terbaik dari negara, 
yaitu menciptakan kehidupan yang adil dan makmur baik lahiriah maupun 
batiniah. Hal ini dapat terwujud apabilah kita menyadari akan kewajiban-
kewajiban kita kepada negara. Harusnya kita sadar bahwa semua pajak yang 
kita bayar itu semata-mata untuk membiayai pelayanan negara kepada 
masyarakat diberbagai bidang, meliputi; bidang ekonomi, ideologi, politik, sosial, 
budaya, pertahanan dan keamanan sehingga kehidupan kita menjadi aman dan 
bebas dari segala gangguan. Salah satu kewajiban kita dalam hal ini adalah 
sadar dan penuh tanggung jawab membayar pajak terutang sesuai yang diatur 
oleh undang-undang. 
Republik Indonesia sering dijuluki sebagai negara agraris. Sebagai 
negara agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yag terkandung di 
didalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat yang adil 
dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh 
karena itu, bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam 
yang terkandung didalamnya serta mendapat sesuatu hak dan kekuasaan 
negara, wajar menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya 
kepada negara melalui pajak. 
Kelancaran pemungutan pajak bumi dan bangunan membutuhkan 
kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Kepatuhan mengandung unsur sebagai 
berikut: 
1. Adanya pengetahuan dan pengertian subjek pajak terhadapa objek pajak 
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2. Adanya sikap setuju dari subjek pajak 
3. Adanya tindakan perbuatan yang konsisten dari pengetahuan dan sikap 
yang dimilikinya. 
Dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kepatuhan wajib 
pajak dapat dilihat dari sikap dan perilakunya, meliputi: 
1. Pengisian dan Pengembalian SPOP 
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang 
digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak, kemudian 
dengan dasar SPOP tersebut Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) untuk memberitahukan besarnya 
pajak terutang kepada wajib pajak, namun untuk membantu wajib pajak SPPT 
dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada Direktorat 
Jenderal Pajak. 
SPOP harus diisi dengan jelas dan benar serta ditandatangani dan 
disampaikan kepada Dirjen Pajak. Yang dimaksud dengan penulisan yang 
jelas dan benar adalah: jelas dimaksudkan agar penulisan data yang diminta 
dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir 
yang dapat merugikan negara maupun wajib pajak itu sendiri. Benar, berarti 
data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi 
dilapangan. 
Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak 
apabilah SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak 
disampaikan sebagaimana disampaikan dalam Surat Teguran atau 
berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau keterangan lain ternyata jumlah 
pajak yang terhutang (seharusnya) lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung 
berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak. 
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Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak secara 
jabatan apabilah berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain yang ada 
pada Direktorat Jenderal Pajak ternyata jumlah pajak yang terutang lebih 
besar dari jumlah pajak yang ada dalam SPPT yang dihitung berdasarkan 
SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak atau wajib pajak tidak 
menyampaikan SPOP pada waktunya, walaupun sudah ditegur secara tertulis 
juga tidak menyampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat 
Teguran. 
2. Waktu Pembayaran 
Pajak Bumi dan Bangunan sangat penting perannya bagi 
pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu dalam membayar pajak 
hendaknya tepat waktu, karena membayar pajak bumi dan bangunan 
melewati batas waktu pembayaran akan menghambat pembangunan. Setiap 
wajib pajak harus membayar pajak terhutang menurut SPPT, mereka harus 
membayar pajak terutangnya dalam waktu enam bulan terhitung sejak saat 
diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Sehingga apabilah wajib pajak terlambat 
membayar pajaknya akan dikenakan denda administrasi. 
Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) harus 
dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sejak diterimanya Surat Ketetapan 
Pajak oleh wajib pajak. Apabilah pajak yang terutang yang pada saat jatuh 
tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda 
administrasi sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai 
dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. 
3. Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Pajak dan Nominal Pembayaran 
Wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakan akan patuh 
dalam menyelesaikan kewajibannya, sehingga dengan niat sendiri akan 
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menyampaikan sendiri SPOP dan membayar pajak terutang sesuai dengan 
yang tercantum di dalam SPPT. Dengan adanya kesadaran dari wajib pajak, 
diharapkan jumlah wajib pajak yang membayar pajak akan meningkat dan 
secara otomatis akan diikuti dengan bertambahnya nominal pembayaran 
2.5 Kerangka Berfikir 
Penerimaan dari sektor pajak adalah salah satu sumber pembiayaan 
untuk pembangunan. Salah satu penerimaan sektor pajak tersebut adalah dari 
Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan penerimaan sektor Pajak Bumi dan 
Bangunan yang tinggi diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi bagi 
kelancaran pembangunan. 
Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan sangat penting peranananya 
dalam pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Peningkatan 
penerimaan sektor pajak diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan 
kewajibannya membayar pajak. Kepatuhan tersebut dapat berupa pengisian dan 
pengembalian SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak), waktu pembayaran. 
Oleh sebab itu sosialisasi dipandang perlu untuk meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak. Pengaruh sosialisasi pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib 










Variabel X(Independen); Sosialisasi 
PBB-P2 
 Frekuensi pemberian sosialisasi 
 Pengetahuan perpajakan 
 Pengisian dan pengembalian 
SPOP 
 Waktu pembayaran 
 Jumlah wajib pajak yang 
membayar pajak 
 Nominal pembayaran pajak 




2.6 Hipotesis Penelitian 
Menurut Sugiyono (2012:99) hipotesis penelitian adalah jawaban 
sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis bisa didefenisikan 
sebagai anggapan dasar peneliti terhadap suatu masalah yang sedang dikaji. 
Dalam hipotesis ini peneliti menganggap hipotesisnya benar apabilah sudah 
dibuktikan secara empiris melalui pengujian hpotesis dengan menggunakan data 
yang diperoleh selama penelitian. 
Berdasarkan kerangka berpikir yang telah diuraikan sebelumnya, maka 
dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: “Sosialisasi Pajak Bumi 
dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Berpengaruh Secara Signifikan 






3.1 Rancangan Penelitian 
Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif 
dengan menggunakan metode penelitian eksperimen. Alasan penulis memilih 
metode ini karena masalah yang akan diteliti oleh penulis sudah memenuhi 
syarat sesuai yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012:45-46) metode kuantitatif 
digunakan apabila: 
a. Masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas 
b. Peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi 
c. Ingin mengetahui pengaruh perlakuan/treatment tertentu terhadap yang lain 
d. Peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian 
e. Peneliti ingin mendapatkan data yang akurat, berdasarkan fenomena yang 
empiris dan dapat diukur 
f. Ingin menguji terhadap adanya keragu-raguan tentang validitas pengetahuan, 
teori dan produk tertentu. 
Dari syarat-syarat ini dapat diketahuhi bahwa masalah yang akan diteliti oleh 
penulis ini sudah jelas yaitu adanya pengalihan pemungutan pajak bumi dan 
bangunan dari pusat ke daerah yang dalam hal ini Kabupaten Tana Toraja. Tipe 
penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah survey.  
3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada Bulan Mei 2013 sampai Juli 2013 di 





3.3 Populasi Dan Sampel 
3.3.1 Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/ subjek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2012:119).  
Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa populasi bukan 
hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi bukan 
juga hanya sekedar jumlah  yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi 
meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek/objek itu. 
Populasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
semua wajib pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) yang 
ada di Kabupaten Tana Toraja yang berjumlah 187.373 Surat Pemberitahuan 
Pajak Terhutang (SPPT). 
3.3.2 Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut. Sugiyono (2012:12) berpendapat bahwa: 
Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua 
yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga 
dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil 
dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya 
akan dapat diberlakukan untuk populasi. 
Dari pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk bisa 
memberlakukan apa yang dipelajari dari sampel ke populasi, maka sampel yang 
dipilih harus dapat mewakili populasi (Representatif). 
Teknik sampling yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 
Probability Sampling dengan memilih teknik Cluster Sampling (Area Sampling) 
dan Proportionate Satratified Random Sampling. Sugiyono (2012:122) 
mengemukakan bahwa  “Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel 
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yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi 
untuk dipilih menjadi anggota sampel”. Lebih lanjut lagi Sugiyono (2012:123-124) 
menambahkan bahwa Teknik Proportionate Stratified Random Sampling 
digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan 
berstrata secara proporsional dan teknik Cluster Sampling digunakan untuk 
menentukan sampel objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, 
misalnya penduduk suatu negara, provinsi atau kabupaten. Elemen dalam suatu 
kelompok secara fisik sebenarnya mirip satu sama lain, artinya karakteristik 
elemennya tidak begitu jauh berbeda (Supranto, 2007; 229). 
Penulis dalam penelitian ini menggunakan rumus Isaac dan Michael 
untuk menentukan ukuran sampel (s). Rumus Isaac dan Michael dapat 











s = Jumlah sampel 
2  = Chi Kuadrad yang harganya tergantung derajat kebebasan dan tingkat   
kesalahan. 
N = Jumlah populasi 
P = Peluang benar (0,5) 
Q = Peluang salah (0,5) 
d = Perbedaan antara sampel yang diharapkan dengan yang terjadi 
(persentase) 
Berdasarkan rumus tersebut dengan jumlah populasi sebanyak 
187.373 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan taraf kesalahan 5% 








Jumlah sampel yang diperoleh dari rumus Isaac dan Michael diatas adalah 
sebesar 107,34 sampel. Data yang diperoleh penulis pada saat melakukan 
wawancara mengenai jumlah SPPT adalah ada sebagian besar wajib pajak yang 
mempunyai SPPT lebih dari satu, maka penulis membulatkan jumlah sampel 
hanya sebanyak 100 sampel. 
3.4 Jenis Dan Sumber Data 
Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai 
sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari jenis datanya, maka pengumpulan 
data dapat menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif. 
1. Data kuantitatif 
Data yang berupa angka-angka yang meliputi berita acara penyerahan surat 
pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dan DHKP PBB sektor perdesaan dan 
perkotaan. 
2. Data kualitatif 
Data yang terdiri dari kumpulan data non angka yang sifatnya deskriptif, 
seperti hasil dari penyebaran kuisioner ataupun wawancara. 
Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan 
data primer dan data sekunder. 
 
 
1,074 x 187.373 x 0,5 x 0,5 








1. Data primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dari 
narasumber atau informasi yang dianggap berpotensi dalam memberikan 
informasi yang relevan dan sebenarnya dilapangan.  
2. Data sekunder  
Data sekunder adalah sebagian data pendukung data primer dari literatur dan 
dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi atau instansi dengan 
permasalahan dilapangan yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan 
bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian. 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data dan informasi serta keterangan-keterangan 
bagi kepentingan penulis, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan 
beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: 
1. Interview (Wawancara) 
Wawancara adalah tanya jawab secara langsung dengan informasi 
yang telah ditetapkan sesuai dengan kapasitas, pengalaman, dan 
pengetahuan masing-masing mengenai penerimaan pajak daerah. Sugiyono 
(2012:188) berpendapat bahwa “wawancara dapat dilakukan secara 
terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka 
(face to face) maupun dengan menggunakan telepon. 
Dalam penelitian ini, penulis sebagai peneliti menggunakan 
wawancara terstruktur karena penulis telah mengetahui dengan pasti tentang 
informasi apa yang akan diperoleh dari wawancara yang dilakukan. Dalam 
melakukan wawancara, penulis telah menyiapkan instrumen penelitian berupa 
pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatifnya pun telah disiapkan oleh 
penulis. Wawancara ini ditujukan kepada Informan selaku subyek yang akan 
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memberikan keterangan dan informasi tentang hal-hal yang akan diteliti, 
diantaranya sebagai berikut:  
a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah : 1 Orang  
b. Kepala Sub Bagian Keuangan : 1 Orang  
c. Kepala Bidang Pendapatan : 1 Orang  
d. Kepala Seksi Pajak : 1 Orang  
e. Petugas Pemungut Pajak (Collector) 
2. Kuisioner (Angket) 
Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 
kepada responden untuk dijawab. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan 
data yang efisien karena peneliti telah mengetahui apa yang diharapkan dari 
responden.  
Menurut Sugiyono (2012:193) 
Kuisioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar 
dan tersebar diwilayah yang luas. Kuisioner dapat berupa 
pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada 
responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet. 
Bila penelitian dilakukan pada lingkup yang tidk terlalu luas, sehingga 
kuisioner dapat diantarkan langsung dalam waktu tidak terlalu lama, 
maka pengiriman angket kepada responden tidak perlu melalui pos 
karena dengan adanya kontak langsung antara peneliti dengan 
responden akan menciptakan suatu kondisi yang cukup baik, 
sehingga responden dengan sukarela akan memberikan data yang 
objektif dan cepat. 
Dalam penelitian ini, peneliti langsung mengantarkan angket kepada 
responden yang ada di lembang/kelurahan tersebut sehingga penulis dapat 







Menurut pendapat Sutrisno Hadi sebagaimana yang dikutip oleh 
Sugiyono (2012:196) bahwa “observasi merupakan suatu proses yang 
kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan 
psikologis”. Dari segi proses pelaksanan pengumpulan data, observasi dapat 
dibedakan menjadi participant observation (observasi berperan serta) dan non 
participant observation (Observasi tidak berperan serta). 
Pada penelitian ini, penulis menggunakan non participant observation 
(observasi tidak berperan serta) yaitu peneliti tidak terlibat langsung dengan 
aktivitas orang-orang (sampel) yang sedang diamati melainkan peneliti hanya 
sebagai pengamat independen. Dalam melakukan observation non participant 
ini, peneliti menggunakan observasi terstruktur dimana peneliti telah 
merancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati serta waktu dan 
tempat melakukan observasi. 
3.6 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional 
3.6.1 Variabel Penelitian 
Secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang 
yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain atau objek yang satu 
dengan objek yang lain. Menurut pendapat Sugiyono (2012:63) “variabel 
penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 
tersebut, kemudian ditarik suatu kesimpulan. 
Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 
objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, 
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peneliti menggunakan dua variabel yaitu variabel independen dan variabel 
dependen. 
1. Variabel Independen 
Variabel independen biasanya juga disebut sebagai variabel bebas karena 
merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab atau 
timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel indepanden dalam penelitian 
ini adalah: sosialisasi pajak bumi dan bangunan, dalam hal ini adalah 
frekuensi pemberian sosialisasi dan pengetahuan perpajakan. 
2. Variabel dependen 
Variabel dependen biasa juga disebut variabel terikat. Variabel terikat 
marupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena 
adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah: 
kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tana Toraja yang dapat diketahui dari: 
pengisian dan pengembalian SPOP, waktu pembayaran, jumlah wajib pajak 
yang membayar pajak, dan nominal pembayaran pajak. 
3.6.2 Definisi Operasional Variabel 
Yang dimaksud dengan pengaruh sosialisasi PBB-P2 Terhadap 
kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tana Toraja adalah segala bentuk usaha 
dan kegiatan yang diakukan oleh pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang 
bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan/kesadaran wajib pajak dalam 
menyelesaikan kewajiban perpajakannya khususnya kesadaran wajib pajak  
PBB-P2. Dengan adanya kepatuhan wajib pajak ini akan berpengaruh pula 
terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja 
khususnya dari sektor pajak. Hal ini bisa tercapai apabila selain melakukan 
sosialisasi, pemerintah juga melakukan pengawasan dan memberikan reward 
kepada wajib pajak. 
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Adapun sub-sub sistem yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib 
pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya adalah sebagai berikut: 
1. Sosialisasi 
Menurut  kamus bahasa indonesia (2008:1371), ada beberapa 
pengertian tentang sosialisasi yaitu  (1) usaha untuk mengubah milik 
perseorangan menjadi milik umum (milik negara); (2) proses belajar seorang 
anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan 
masyarakat di lingkungannya; (3) upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga 
menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. Dalam masalah 
perpajakan, sosialisasi dapat diartikan sebagai upaya memasyarakatkan 
kebijakan-kebijakan perpajakan yang baru supaya bisa dikenal, dipahami, 
dihayati oleh masyarakat umum yang dalam hal ini sebagai wajib pajak.  
Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk seminar, arahan langsung 
dari Direktorat Jenderal Pajak, arahan dari pemerintah setempat dalam hal ini 
pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Di Kabupaten Tana Toraja, sosialisasi 
dilakukan dengan melibatkan pemerintah setempat yaitu bupati turun 
langsung bertemu dengan para kepala kelurahan/lembang beserta kolektor 
dan para pemuka-pemuka masyarakat dan menyampaikan bahwa 
kewenangan pemungutan PBB-P2 sekarang dialihkan kepada pemerintah 
daerah dalam hal ini adalah DPPKAD Kabupaten Tana Toraja. 
2. Pengawasan 
Menurut Khoko (2011) bahwa pengawasan itu adalah: 
Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan 
kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan 
balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar 
yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu 
penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan 
yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya 
perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan 
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seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau 
pemerintahan. 
Lebih lanjut lagi Khoko (2011) mengatakan bahwa “Pengawasan pada 
dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan 
penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai”. Selain 
itu, Komaruddin (Khoko 2011) berpendapat bahwa “Pengawasan adalah 
berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan 
awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang 
berarti”. 
Dari beberapa pendapat diatas tentang pengawasan, penulis dapat 
menyimpulkan bahwa pengawasan (controling)  itu adalah merupakan bagian 
dari fungsi manajemen yaitu untuk melakukan pengontrolan dan pemeriksaan 
dari pihak yang lebih atas kepada pihak yang dibawahnya dengan tujuan agar 
suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah 
ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya 
hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui 
yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya. 
Dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai 
proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, 
atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau 
diperintahkan. Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di 
mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab 
ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen 
pemerintahan publik yang bercirikan good governance (tata kelolah 
pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk 
menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks 
45 
 
ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan good 
governance itu sendiri. 
Pengawasan yang dilakukan dibidang perpajakan harus bisa 
membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan 
dilapangan oleh fiskus dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau 
diperintahkan/ ditetapkan sebelumnya. Apakah itu sudah sesuai dengan yang 
ditargetkan atau belum, kalau belum sesuai maka dilakukan evaluasi untuk 
mencari penyebab-penyebab tidak tercapainya apa yang sudah ditargetkan 
sebelumnya. 
3. Penghargaan (Reward) 
Menurut Ahmad (2011)  Penghargaan (Reward) adalah “sebuah 
bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan, baik oleh dan 
dari perorangan ataupun suatu lembaga yang biasanya diberikan dalam 
bentuk material atau ucapan”. Dalam organisasi ada istilah insentif, yang 
merupakan suatu penghargaan dalam bentuk material atau non material yang 
diberikan oleh pihak pimpinan organisasi perusahaan kepada karyawan agar 
mereka bekerja dengan menjadikan modal motivasi yang tinggi dan 
berprestasi dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan atau organisasi tidak 
terkecuali pada bidang pemerintahan. 
Ada tiga fungsi penting dari penghargaan yang berperan besar bagi 
pembentukan tingkah laku yang diharapkan yaitu: 
1. Memperkuat motivasi untuk memacu diri agar mencapai prestasi 
2. Memberikan tanda bagi seseorang yang memiliki kemampuan lebih 
3. Bersifat Universal. 
Dalam bidang perpajakan, pemberian penghargaan (reward) kepada 
wajib pajak yang telah menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan baik 
46 
 
yaitu membayar pajak tepat waktu dan melaporkan pajak terhutangnya 
dengan baik dan benar dan tepat pada waktunya, akan memberikan motivasi  
kepada wajib pajak untuk melakukan lagi hal serupa dimasa pajak berikutnya 
dan akan berpengaruh juga kepada wajib pajak yang lain untuk 
menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. 
3.7 Instrumen Penelitian 
3.7.1 Pedoman Wawancara  
Teknik yang diambil dalam pelaksanaan wawancara yakni berupa 
wawancara terstruktur guna memperoleh data primer. Adapun yang menjadi 
sasaran pengambilan data hanya dibatasi pada informan saja. penulis telah 
menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatifnya pun telah 
disiapkan oleh penulis. Hal ini ditempuh dengan memperhitungkan kemampuan 
dan waktu penulis. 
3.7.2 Kuisioner (Angket) 
Angket yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahasa 
yang mudah dimengerti, menggunakan pertanyaan yang berurut serta tidak 
terlalu panjang sehingga responden diharapkan untuk tidak jenuh untuk 
membacanya. Dalam angket juga menggunakan pertanyaan yang bersifat 
terbuka dan tertutup. Penulis menggunakan kedua tipe pertanyaan ini dengan 
maksud untuk menggali informasi yang mungkin saja tidak ada dalam daftar 
alternatif pilihan yang disediakan oleh penulis. Jumlah pertanyaan yang ada di 
dalam angket adalah 20 pertanyaan yang dimulai dari pertanyaan yang bersifat 





Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan observasition 
nonparticipant yaitu peneliti tidak terlibat langsung dalam suatu kegiatan. Tetapi 
hanya melakukan pengamatan bagaimana sistem itu berjalan. Peneliti juga 
melakukan observasi terstruktur yaitu menentukan secara sistematis tentang apa 
yang diamati, kapan, dan tempat akan melakukan observasi. 
3.8 Analisis Data 
Analisis data adalah kegiatan mengelompokkan data berdasarkan 
variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari 
seluruh responden, menyadjikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan 
penghitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan 
untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2012;199). 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data-data berupa 
angka oleh karena itu digunakan analisis statistik sebagai pengolahan data-data 
tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah: 
3.8.1 Analisis Deskriptif 
Metode ini untuk mengkaji variabel-variabel yang ada pada penelitian 
ini yaitu mengetahui seberapa besar alternatif jawaban dari tiap-tiap indikator 







N  = Jumlah Total 




hasil perhitungan yang diperoleh dari rumus diatas selanjutnya 
ditafsirkan dalam kalimat yang bersifat kualitatif. Dalam hal ini kepatuhan 
membayar pajak ditafsirkan secara kualitatif kedalam lima kriteria. Untuk itu 
langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Menetapkan persentase maksimal yaitu 100% 
2. Menetapkan persentase minimal yaitu 25% 
3. Menetapkan rentangan persentase yaitu 100% -25% = 75% 




Tabel 3.1 Ukuran Intensitas Sosialisasi 






85,00% - 100% 
70,00% - 84,00% 
55,00% - 69,00% 
40,00% - 54,00% 






Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
Dari tabel diatas dapat dijelaskan mengenai kriteria sosialisasi Pajak 
Bumi dan Bangunan sebagai berikut: 
a. Sangat tinggi berarti sosialisasi diberikan lebih sering dan wajib pajak 
memahami apa yang diberikan dalam sosialisasi tersebut 
b. Tinggi berarti sosialisasi diberikan beberapa kali dan wajib pajak dapat 
memahami apa yang diberikan dalam sosialisasi tersebut 
c. Sedang berarti sosialisasi diberikan 2-3 kali dan wajib pajak dapat memahami 
apa yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut 
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d. Rendah berarti sosialisasi diberikan hanya 1 kali dan wajib pajak kurang 
memahami apa yang diberikan dalam sosialisasi tersebut 
e. Sangat rendah berarti tidak pernah diadakan sosialisasi sehingga wajib pajak 
tidak memahami tentang kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
Selain sosialisasi pajak bumi dan bangunan, kepatuhan wajib pajak dapat juga 
dijelaskan dengan kriteria sebagai berikut: 
Tabel 3.2 Ukuran Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 






85,00% - 100% 
70,00% - 84,00% 
55,00% - 69,00% 
40,00% - 54,00% 





Sangat Tidak Patuh 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
Dari tabel diatas dapat dijelaskan mengenai kriteria tingkat kepatuhan 
wajib pajak bumi dan bangunan sector perkotaan dan perdesaan sebagai 
berikut: 
a. Sangat patuh berarti wajib pajak dalam melakukan pengisian berkas sesuai 
dengan kenyataan yang ada dan melunasi kewajiban perpajakan sesegera 
mungkin setelah menerima SPPT 
b. Patuh berarti wajib pajak dalam melakukan pengisian berkas sesuai dengan 
kenyataan dan fakta yang ada tetapi wajib pajak tidak segera melunasi 
kewajiban perpajakannya setelah menerima SPPT 
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c. Cukup patuh berarti wajib pajak dalam melakukan penisian berkas sesuai 
dengan kenyataan dan fakta yang ada tetapi wajib pajak melunasi kewajiban 
perpajaknnya mendekati atau bahkan pada saat waktu jatuh tempo 
d. Tidak patuh berarti wajib pajak dalam melakukan pengisian berkas tidk sesuai 
dengan kenyataan atau fakta yang ada dan melunasi kewajiban perpajaknnya 
mendekati waktu jatuh tempo 
e. Sangat tidak patuh berarti wajib pajak dalam melakukan pengisian berkas 
tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta yang ada dan melunasi kewajiban 
perpajaknnya melewati waktu yang ditentukan. 
3.8.2 Uji Kualitas Data 
3.8.2.1 Uji Validitas 
Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 
mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan 
untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2012;168).  
Uji validitas ini adalah suatu alat untuk mengukur sejauh mana 
kuisioner atau alat ukur tersebut mewakili semua aspek yang dianggap sebagai 
kerangka konsep. Pengujian validitas ini dilakukan dengan menghitung korelasi 
antara skor butir instrumen dengan skor total. 
3.8.2.2 Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas satu skor dari 
suatu instrument pengukur, uji reliabilitas ini hanya dilakukan atas pernyataan 
yang sudah dianggap valid. Uji reliabilitas pengukuran dalam penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan Cronbach’s alpha. Alat pengukuran dikatakan 
reliabel jika nilai Cronbach’s alpha lebih besar dari 0,60 jadi semakin mendekati 
angka 1, maka pengukuran dianggap semakin reliabel.  
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3.8.2.3 Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model 
regresi yaitu variable dependen, variable independen, atau keduanya 
mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang  baik adalah 
distribusi data yang normal atau mendekati normal. Normalitas data dapat dilihat 
dari grafik normal P-P Plot of Regression Standardized Residual. Tingkat 
penyebaran titik disekitar garis menunjukkan normal tidaknya suatu data 
(Trihendradi, 2012;107). 
Dasar pengambilan keputusan adalah: 
a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 
diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah 
garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
3.8.3 Analisis Kuantitatif Data 
3.8.3.1 Analisis Regresi Linear 
Untuk mencari korelasi antara variabel (X) yaitu Sosialisasi Pajak Bumi 
dan Bangunan dengan varibel (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak digunakan 
langakah-langkah sebagai berikut: 
1. Mencari koefisien korelasi antara Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan 
dengan kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan rumus: 
  












rxy = koefisien korelasi antara sosialisasi pajak bumi dan bangunan 
dengan kepatuhan wajib pajak 
X = variabel sosialisasi pajak bumi dan bangunan 
Y =  Kepatuhan wajib pajak 
Jika nilai r itu positif maka ada hubungan positif antara sosialisasi 
Pajak Bumi dan Bangunan (variabel X) dengan kepatuhan wajib pajak 
(variabel Y). Sebaliknya jika r itu negatif maka tidak ada hubungan positif 
antara sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (variabel X) dengan 
kepatuhan wajib pajak (variabel Y). 
2. Menentukan persamaan regresi antara variabel X dengan variabel Y dengan 
rumus: 
bXaY   
Keterangan: 
X = variabel sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan 
Y = variabel kepatuhan wajib pajak 
a, b  = koefisien korelasi, yaitu: 
a = 



















b adalah koefisien arah regresi linear yang digunakan untuk menyatakan 
perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar 1 
unit. Jika b positif maka ada penambahan pada variabel X sedangkan jika b 






3.8.3.2 Pengujian Hipotesis 
Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan 
variabel dependen (Y) dengan satu atau lebih variabel independen (X), dengan 
tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai 
rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Ketepatan 
fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari nilai statistik t, 
nilai statistik F dan nilai koefisien determinasi: 
3.8.3.2.1 Uji Statistik t 
Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara 
parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent. 
Variabel independen dikatakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
variabel dependen apabila signifikansi (sig) < α yaitu 0,05. Adapun tanda positif 
(+) atau negatif (-) dari beta dan t menunjukkan arah variabel. Apabila negatif (-) 
maka variabel tersebut berpengaruh negatif artinya menurunkan kepatuhan wajib 
pajak dan apabila positif (+) maka variabel independen berpengaruh positif yang 
berarti meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
3.8.3.2.2 Uji Statistik F 
Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel indipenden secara 
simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 
Variabel independen dikatakan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 
variabel dependen apabila nilai F bernilai positif (+) dan signifikansi (sig) < α yaitu 
senilai 0,05. 
3.8.3.2.3 Uji Determinasi 
Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan perhitungan dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai 
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koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi 
yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi 
variabel dependen itu terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel 
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 






4.1 Deskripsi Data 
Pengumpulan data untuk keperluan analisis dari penelitian ini dlakukan 
dengan distribusi kuisioner kepada wajib pajak bumi dan bangunan perkotaan 
dan perdesaan yang ada di Kabupaten Tana Toraja. Adapun pendistribusian 
serta pengumpulan kuisioner tersebut dilakukan oleh penulis mulai dari bulan Mei 
sampai Juni 2012. Jumlah kuisioner yang didistribusikan dan berhasil 
dikumpulkan sebanyak 100 kuisioner. 
Responden dalam penelitian ini adalah para wajib pajak bumi dan 
bangunan perkotaan dan perdesaan Kabupaten Tana Toraja. Penulis mengambil 
sampel sebanyak 5 kelurahan untuk sektor perkotaan serta 5 lembang untuk 
sektor perdesaan 
Adapun jumlah kuisioner yang peneliti distribusikan disetiap 
kelurahan/lembang dirinci berdasarkan sektor perkotaan dan perdesaan, 
dijelaskan dalam tabel 4.1 dibawah ini: 
Tabel 4.1 Distribusi Kuisioner per Kelurahan/Lembang 
Sektor Kelurahan/Lembang Jumlah  Kuisioner 
Perkotaan 
Gandang Batu 10 
Mebali 10 
Bombongan 10 













Setelah peneliti mengecek kelengkapan jawaban dari para responden, 
ternyata semuanya dapat disertakan dalam pengolahan data karena kuisioner 
tersebut diisi dengan jelas dan lengkap oleh responden. Persentase kuisioner 
yang didistribusikan dengan kuisioner yang kembali dan bisa diolah ditunjukkan 
pada tabel 4.2 dibawah ini: 
Tabel 4.2 Persentase Distribusi Kuisioner 
No Keterangan Jumlah Kuisioner Persentase 
1 Distribusi Kuisioner 100 100% 
1 Kuisioner Tidak Kembali 0 0% 
3 Kuisioner Kembali 100 100% 
4 Kuisioner Bisa Diolah 100 100% 
n sampel = 100 
Respondent Rate = (100/100) x 100%= 100%  
Sumber: data primer, diolah 2013 
4.1.1 Jenis Kelamin 
Jenis kelamin dalam penelitian ini terdiri dari laki-laki dan perempuan, 
sebaran jenis kelamin yang ada dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.3 
dibawah ini: 
Tabel 4.3 Deskripsi Responden Menurut Jenis Kelamin 
No Uraian Frekuensi Responden Orang Persentase 
1 Laki-laki 47 47% 
2 Perempuan 53 53% 
Jumlah 100 100% 
Sumber: data primer, diolah 2013 
Berdasarkan tabel 4.3 diatas maka dari 100 responden yang dijadikan 
sampel dalam penelitian ini, jenis kelamin perempuan yang paling banyak yaitu 
sebanyak 53 orang atau 53 % dari total responden sedangkan 47 orang atau 





4.1.2 Umur  
Interval umur yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 20-30 
tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, 51-60 tahun, dan diatas 60 tahun. Untuk 
mengetahui responden berdasarkan interval umur, dapat dilihat pada tabel 4.4 
dibawah ini: 
Tabel 4.4 Deskripsi Responden Menurut Umur 
No Uraian       (Tahun) 
Frekuensi Responden 
Orang Persentase 
1 20-30 17 17% 
2 31-40 30 30% 
3 41-50 33 33% 
4 51-60 14 14% 
5 >60 6 6% 
Jumlah 100 100% 
Sumber: data primer, diolah 2013 
Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat disimpulkan bahwa interval umur 
yang paling banyak dalam penelitian ini adalah interval umur 20-30 tahun yaitu 
sebanyak 33 orang atau 33% disusul interval umur 31-40 tahun yaitu 30 orang 
atau 30 %, kemudian interval 20-30 tahun sebanyak 17 orang atau 17 persen, 
kemudian yang paling sedikit adalah interval umur diatas 60 tahun yaitu hanya 
sebanyak 6 orang atau 6%. 
4.1.3 Pendidikan 
Tingkat pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mulai 
dari SD/Sederajat sampai tingkat S2 keatas. Distribusi kuisioner berdasarkan 







Tabel 4.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
No Uraian       (Pendidikan) 
Frekuensi Responden 
Orang Persentase 
1 SD/ Sederajat 4 4% 
2 SMP/ Sederajat 9 9% 
3 SMA/ Sederajat 30 30% 
4 DIII 14 14% 
5 S1 43 43% 
6 S2 0 0% 
7 > S2 0 0% 
Jumlah 100 100% 
Sumber: data primer, diolah 2013 
Dari tabel 4.5 diatas tentang deskripsi responden berdasarkan tingkat 
pendidikan, dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini paling 
banyak adalah S1 yaitu sebanyak 43 orang atau 43%, kemudian SMA/ Sederajat 
sebanyak 30 orang atau 30%, kemudian DIII sebanyak 14 orang atau 14%, 
kemudian SMP/ Sederajat sebanyak 9 orang atau 9%, kemudian SD/ Sederajat 
sebanyak 4 orang atau 4%. Responden dalam penelitian ini tidak ada yang 
tingkat pendidikannya S2 keatas. 
4.1.4 Pekerjaan  
Pekerjaan para responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah 
petani, pegawai negeri sipil (PNS), karyawan swasta, wiraswasta. Distribusi 
kuisioner berdasarkan pekerjaan responden dapat dilihat pada tabel 4.6  
dibawah ini: 
Tabel 4.6 Deskripsi Responden berdasarkan Pekerjaan 
No Uraian       (Pekerjaan) 
Frekuensi Responden 
Orang Persentase 
1 Petani 25 25% 
2 PNS 37 37% 
3 Karyawan Swasta 14 14% 
4 Wiraswasta 24 24% 
Jumlah 100 100% 
Sumber: data primer, diolah 2013 
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Dari tabel 4.6 tentang deskripsi responden berdasarkan pekerjaan dapat 
disimpulkan bahwa pekerjaan responden yang paling banyak terlibat dalam 
penelitain ini adalah pegawai negeri sipil (PNS) yaitu sebanyak 37 orang atau 
37%, kemudian petani sebanyak 25 orang atau 25%, kemudian wiraswasta 
sebanyak 24 orang atau 24%, dan yang paling sedikit adalah karyawan swasta 
sebayak 14 orang atau 14%. 
4.2 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 
4.2.1 Statistik Deskriptif Variabel Independen 
Analisis deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pendapat 
responden terhadap sosialisasi pajak bumi dan bangunan secara khusus 
frekuensi pemberian sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tana 
Toraja serta seberapa besar tingkat pengetahuan wajib pajak/responden tentang 
perpajakan. Penilaian diambil dari nilai rata-rata setiap faktor yang diperoleh dari 
jumlah skor total dibagi dengan pernyataan yang ada pada setiap faktor. 
Interpretasi atas pernyataan-pernyataan yang ada di dalam kuisioner tersebut 
penting untuk menilai seberapa besar frekuensi sosialisasi pajak bumi dan 
bangunan yang dilakukan oleh pemerintah serta seberapa jauh pengetahuan 
perpajakan yang dimiliki oleh para wajib pajak.  
Instrumen untuk mengukur variabel independen yaitu sosialisasi pajak 
bumi dan bangunan menggunakan 10 item pernyataan dengan skala likert 5 poin 
(sangat setuju s/d sangat tidak setuju). Hasil statistik deskriptifnya ditunjukkan 















Sumber: data primer, diolah 2013 
Dari statistik deskriptif diketahui bahwa rata-rata (mean) frekuensi 
sosialisasi pajak bumi dan bangunan sebesar 4,30. Dengan nilai hasil mean 
tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah Kabupaten Tana Toraja sering 
melakukan sosialisasi pajak bumi dan bangunan serta wajib pajak dapat 
memahami apa yang disosialisasikan. Ini sesuai dengan tabel 3.1 yaitu 
persentasenya sebesar 86% (sangat tinggi). 
4.2.2 Statistik Deskriptif Variabel Dependen 
Analisis statistik deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana 
pendapat responden (wajib pajak) terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten 
Tana Toraja khususnya pajak bumi dan bangunan. Penilaian diambil dari rata-
rata setiap faktor yang diperoleh dari jumlah skor total dibagi dengan pernyataan 
yang ada pada setiap faktor. 
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Kepatuhan wajib pajak dilihat dari jawaban responden yang diukur 
dengan menggunakan instrumen yang disediakan oleh peneliti. Ukuran tersebut 
diukur melalui pernyataan dengan skala likert 5 poin (sangat setuju s/d sangat 
tidak setuju) sebanyak 7 item. Selanjutnya skor tersebut diolah dalam pengujian 
statistik deskriptif untuk mengetahui gambaran dari instrumen. Semakin tinggi 
skor yang diperoleh terhadap instrumen ini, menunjukkan semakin tinggi tingkat 
kepatuhan wajib pajak. Statistik deskriptifnya ditunjukkan pada tabel 4.8  
dibawah ini: 









Sumber: data primer, diolah 2013 
Dari hasil statistik deskriptif diperoleh bahwa rata-rata (mean) kepatuhan 
wajib pajak di Kabupaten Tana Toraja sebesar 4,41 atau sebesar 88,2%. Apabila 
dibandingkan dengan table 3.1, nilai 88,2% itu berada pada interval            
85,00% - 100% (sangat tinggi). Dengan nilai mean tersebut, dapat dikatakan 
bahwa rata-rata responden menjawab “sangat setuju” dengan pernyataan yang 
berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Bisa juga diartikan bahwa wajib pajak 




4.3 Uji Kualitas Data 
Sebelum data yang terkumpul dianalisis, perlu dilakukan uji validitas dan 
reliabilitas. Pengujian ini akan menentukan layak-tidaknya data untuk dianalisis 
lebih lanjut. Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas instrument penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti terhadap seluruh item yang digunakan, hasilnya 
menunjukkan bahwa seluruh item yang ditekankan dalam penelitian ini adalah 
valid dan reliable. Oleh karena itu kuisioner layak untuk digunakan sebagai 
instrument dalam penelitian ini. 
4.3.1 Uji Validitas Data 
Uji validitas data bertujuan untuk mengukur seberapa sah atau valid 
tidaknya suatu kuisioner atau instrument yang digunakan untuk memperoleh 
suatu data penelitian. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pernyataan dalam 
kuisioner itu mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner 
tersebut. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan Pearson Correlation. Hasil uji validitas pada pernyataan untuk 
variabel sosialisasi pajak bumi dan bangunan (Independen) ditunjukkan pada 
table 4.9 dibawah ini: 






Sumber: data primer, diolah 2013 
63 
 
Hasil uji validitas untuk variabel frekuensi sosialisasi pajak bumi dan 
bangunan seperti yang ditunjukkan table 4.9 diatas menunjukkan bahwa semua 
pernyataan yang ada dalam kuisioner itu valid dan bisa digunakan untuk 
mengukur apa yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. 
Hasil uji validitas pernyataan untuk variabel kepatuhan wajib pajak 
(dependen) ditunjukkan pada tabel 4.10 dibawah ini: 




Sumber: data primer, diolah 2013 
Hasil uji validitas untuk variabel kepatuhan wajib pajak seperti yang 
ditunjukkan table 4.10 diatas menunjukkan bahwa semua pernyataan yang ada 
dalam kuisioner sebanyak 7 pernyataan itu valid dan bisa digunakan untuk 
mengukur apa yang akan diukur oleh kuisioner tersebut.  
4.3.2 Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuisioner yang 
merupakan indikator dari variabel. Suatu kuisioner dikatakan reliabel jika 
pendapat responden terhadap suatu pernyataan pada kuisioner itu konsisten 
atau stabil dari waktu kewaktu. Uji reliabilitas hanya dilakukan atas data yang 
telah diuji validitasnya dan telah dinyatakan valid. 
Pengujian reliabilitas terhadap variabel dilakukan dengan menggunakan 
uji statistik Cronbach’s Alpha (α). Instrumen kuisioner dinyatakan andal bila 
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memiliki nilai alpha Cronbach > dari 0,60 (Trihendradi, 2012;304). Hasil uji 
validitas untuk kuisioner variabel sosialisasi pajak bumi dan bangunan 
ditunjukkan pada tabel 4.11 dibawah ini: 







Sumber: data primer, diolah 2013 
Hasil uji reliabilitas sosialisasi pajak bumi dan bangunan seperti yang 
ditunjukkan pada tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa semua pernyataan yang 
ada di dalam kuisiner untuk variabel sosialisasi pajak bumi dan bangunan itu 
reliabel, dengan kata lain instrumen tersebut menghasilkan ukuran yang 
konsisten apabila digunakan untuk mengukur berulang kali. Hal ini ditunjukkan 
dengan nilai alpha Cronbach keseluruhan diatas 0,60. Hasil uji validitas untuk 














Sumber: data primer, diolah 2013 
Hasil uji reliabilitas kepatuhan wajib pajak seperti yang ditunjukkan pada 
tabel 4.12 diatas menunjukkan bahwa semua pernyataan yang ada di dalam 
kuisioner untuk variabel kepatuhan wajib pajak itu reliabel. Hal ini ditunjukkan 
dengan nilai alpha Cronbach keseluruhan diatas 0,60 
4.3.3 Uji Normalitas Data 
Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi, variabel terikat, variabel bebas, atau keduanya mempunyai distribusi 
normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data 
normal atau mendekati normal.  
Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, dilakukan 
dengan melihat P-P Plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data 
sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Tingkat 
penyebaran titik disekitar garis menunjukkan normal tidaknya suatu data 
(Trihendradi, 2012;107). Hasil dari normalitas instrumen yang digunakan dalam 












Sumber: data primer, diolah 2013 
Dengan melihat grafik normal plot pada gambar 4.1 diatas, maka terlihat 
jelas bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya 
mengikuti arah garis diagonal. Hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi 
layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas. 
4.4 Analisis Kuantitatif Data 
4.4.1 Analisis Regresi Linear 
Uji regresi linear digunakan untuk meramalkan suatu variabel    
dependen (Y) berdasar pada satu variabel Independen (X) dalam suatu 
persamaan linear (Trihendradi, 2012;147). Dalam penelitian ini, uji regresi linear 
digunakan untuk meramalkan seberapa besar pengaruh sosialisasi pajak bumi 
dan bangunan (variabel X) terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tana 
Toraja (variabel Y). Hasil perhitungan regresi linear dengan menggunakan SPSS 
didapatkan persamaan sebagai berikut: 
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Y=14,331 + 0,372 X 
Koefisien regresi sosialisasi pajak bumi dan bangunan (X) sebesar 
0,372% menunjukkan besarnya pengaruh sosialisasi pajak bumi dan bangunan 
terhadap kepatuhan wajib pajak itu searah (positif), artinya jika indeks koefisien 
regresi sosialisasi pajak bumi dan bangunan meningkat sebesar 1% maka 
kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,372% dan begitu pula 
sebaliknya.  
4.4.2 Pengujian Hipotesis 
4.4.2.1 Uji Statistik T 
Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara 
parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent. 
Variabel independen dikatakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
variabel dependen apabila signifikansi (sig) < α yaitu 0,05. Adapun tanda positif 
(+) atau negatif (-) dari beta dan t menunjukkan arah variabel. Apabila negatif (-) 
maka variabel tersebut berpengaruh negatif artinya menurunkan kepatuhan wajib 
pajak dan apabila positif (+) maka variabel independen berpengaruh positif yang 
berarti meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil uji statistik t ditunjukkan pada 
tabel 4.13 dibawah ini: 
Tabel 4.13 Hasil Uji Statistik t 
 
 




Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 4.13 diatas diketahui bahwa 
variabel sosialisasi pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap variabel kepatuhan wajib pajak ditandai dengan nilai beta dan t yang 
positif serta nilai sig 0,00 dibawah nilai α (0,05). Maka hasil yang diperoleh 
mendukung hipotesis (Ha) yang mengatakan sosialisasi pajak bumi dan 
bangunan perkotaan dan perdesaan berpengaruh secara signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tana Toraja, maka dengan sendirinya 
Hipotesis (Ho) yang mengatakan sosialisasi pajak bumi dan bangunan perkotaan 
dan perdesaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak di Kabupaten Tana Toraja, ditolak. 
4.4.2.2 Uji Statistik F  
Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel indipenden secara 
simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 
Variabel independen dikatakan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 
variabel dependen apabila nilai F bernilai positif (+) dan signifikansi (sig) < α yaitu 
senilai 0,05. Hasil uji F ditunjukkan pada tabel 4.14 dibawah ini: 
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Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.14 diatas, dketahui bahwa nilai F 
positif (+) 32,04 dan nilai Sig 0,00 lebih kecil dibandingkan dengan nilai α 
sebesar 0,05. Maka hasil yang diperoleh mendukung hipotesis (Ha) yang 
mengatakan sosialisasi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan 
berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten 
Tana Toraja, maka dengan sendirinya Hipotesis (Ho) yang mengatakan 
sosialisasi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten 
Tana Toraja, ditolak. 
4.4.2.3 Uji Koefisien Determinasi 
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Dari hasil uji determinasi pada tabel 4.15 diatas, diketahui bahwa nilai 
koefisien determinasi (Adjusted R Sguare) yang diperoleh sebesar 0,355 atau 
35,5% variabel kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tana Toraja dapat 
dijelaskan oleh variabel sosialisasi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan 
perdesaan. Sedangkan 64,5% kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tana Toraja 
dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini 







Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat intensitas sosialisasi 
pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) yang dilakukan di 
Kabupaten Tana Toraja, untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak di 
Kabupaten Tana Toraja khususnya pajak bumi dan bangunan (PBB-P2), untuk 
mengetahui pengaruh sosialisasi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan 
perdesaan (PBB-P2) terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tana Toraja. 
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Tingkat intensitas sosialisasi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan 
perdesaan yang dilakukan di Kabupaten Tana Toraja sangat tinggi atau 
dengan kata lain sosialisasi sering dilakukan dan wajib pajak dapat 
memahami apa yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut. 
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya pajak bumi dan bangunan sektor 
perkotaan dan perdesaan itu tinggi atau dapat dikatakan bahwa wajib pajak 
melakukan pengisian surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) sesuai 
dengan kenyataan dan fakta yang ada tetapi wajib pajak tidak segera 
melunasi kewajiban perpajakannya segera setelah menerima surat 
pemberitahuan pajak terhutang (SPPT). 
3. Sosialisasi pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan perdesaan   
(PBB-P2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 






Adapun saran-saran yang dapat diberikan dari penelitian ini, antara 
lain: 
1. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut 
kepada wajib pajak tentang pajak bumi dan bangunan mengenai kelas 
tanah, letak tanah, paruntukan dan pemanfaatan tanah/bangunan sehingga 
mereka dapat memahami dan mengerti hak dan kewajibannya sebagai wajib 
pajak bumi dan bangunan. 
2. Setiap setahun sekali perlu dilakukan pendataan wajib pajak baru tentang 
kepemilikan tanah dan bangunan agar dapat diketahui data tentang obyek 
serta subjek pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Tana Toraja yang 
terbaru, karena data-data terbaru belum bisa diketahui dengan pasti. 
3. Keterbatasan Penelitian 
Adapun keterbatasan peneliti dari penelitian ini, antara lain: 
1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel pada beberapa kelurahan/ 
lembang yang ada di Kabupaten Tana Toraja karena keterbatasan waktu 
penelitian sehingga tidak bisa digeneralisasi untuk sampel yang lain dan 
memungkinkan adanya perbedaan hasil penelitian dan kesimpulan apabila 
penelitian dilakukan pada objek penelitian yang berbeda. 
2. Penelitian ini hanya terbatas pada variabel sosialisasi pajak bumi dan 
bangunan sektor perkotaan dan perdesaan (PBB-P2), sedangkan variabel 
lain yang dimungkinkan untuk dilakukan analisis lebih lanjut terkait dengan 
kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan   
(PBB-P2), tidak diungkapkan dalam penelitian ini. 
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PENGARUH SOSIALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN 
DAN PERDESAAN (PBB-P2) 
 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK 
DI KABUPATEN TANA TORAJA 
 
Salam Sejahtera 
Saya adalah mahasiswa semester akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Hasanuddin. Saat ini sedang melakukan penelitian tentang 
“Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan 
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Tanah Toraja” dalam rangka 
penyelesaian skripsi. Dengan ini, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu membantu 
saya untuk meluangkan waktu mengisi kuisioner ini. 
Kuisioner ini berisi tentang pengetahuan perpajakan serta pendapat 
Bapak/Ibu mengenai pernyataan yang ada di dalam kuisioner ini. Kuisioner ini 
terdiri dari 2 bangian yaitu bagian A dan bagian B. Jawaban yang Bapak/Ibu 
berikan tidak dinilai benar atau salah. Oleh karena itu, dimohon kesediaan 
Bapak/Ibu untuk mengisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu yang 
sebenarnya dan memastikan tidak ada pernyataan yang terlewatkan. Hasil 
dari kuisioner dan data pribadi Bapak/Ibu bersifat rahasia dan hanya digunakan 
untuk kepentingan akademik. Atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu dan 
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I. Petunjuk Pengisian 
1. Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dengan jawaban yang telah 
disediakan yang menurut anda benar 
2. Anda cukup member tanda silang (X) pada jawaban yang paling sesuai 
menurut anda 
3. Apabila menurut jawaban yang telah anda pilih itu ternyata salah, maka 
anda cukup melingkari (O) tanda silang pada pilihan jawaban yang sudah 
anda pilih sebelumnya kemudian memberikan tanda silang (X) lagi pada 
pilihan jawaban yang menurut anda sesuai. 
4. Mohon periksa kembali semua jawaban anda dan yakinkan bahwa tidak 
ada pertanyaan yang terlewatkan 
II. Data Responden 
1. Jenis Kelamin 
       Laki-laki                        Perempuan 
2. Umur  
        20 – 30 Tahun 
        31 – 40 Tahun 
        41 – 50 Tahun 
        51 – 60 Tahun 
        > 60 Tahun 
3. Pendidikan terakhir 
        SD / Sederajat                   SMP / Sederajat              SMA / Sederajat 
        D III                                    S 1                                   S 2 
        > S 2 
4. Pekerjaan 
        Petani 
        PNS 
        Karyawan Swasta 











III. Data Penelitian 
Keterangan: 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Netral 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak setuju 
Bagian A 
Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan 
No Pernyataan Pilihan 
SS S N TS STS 
1 Pajak sangat penting peranannya bagi negara 
     
2 
Pajak yang dibayarkan kepada negara 
dipergunakan untuk pembangunan sarana 
dan prasarana publik 
     
3 
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang 
(SPPT) bukan merupakan bukti hak 
kepemilikan atas Objek Pajak (Bumi dan 
Bangunan) 
     
4 
Pemberian sosialisasi tentang pajak bumi 
dan bangunan menyadarkan saya akan 
pentingnya melakukan kepatuhan pajak 
     
5 
Hal-hal yang disampaikan dalam 
sosialisasi pajak bumi dan bangunan, 
cukup memberikan informasi mengenai 
pentingnya pajak 
     
6 
Frekuensi sosialisasi pajak bumi dan 
bangunan dapat menumbuhkan 
kepatuhan wajib pajak 
     
7 
Perangkat desa/lembang serta collector 
pajak bumi dan bangunan selalu 
mengingatkan waktu jatuh tempo 
pembayaran pajak 
     
8 
Kepala desa/lembang selalu 
menyosialisasikan pentingnya membayar 
pajak sebelum jatuh tempo 
     
9 
Kepala desa/lembang selalu 
menyosialisasikan kriteria objek pajak 
yang dikenakan Pajak Bumi dan 
Bangunan 
     
10 
Kepala desa/lembang menyosialisasikan 
tarif baru PBB yaitu maksimal 0,3% dari 
Dasar Pengenaan Pajak 






Kepatuhan Wajib Pajak 
No Pernyataan Pilihan 
SS S N TS STS 
1 
Mengisi dan menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) 
sesuai dengan keadaan objek pajak yang 
sebenarnya 
     
2 
Membayar pajak terhutang sejumlah yang 
ada di Surat Pemberitahuan Pajak 
Terhutang (SPPT) 
     
3 Membayar pajak terhutang segera setelah menerima SPPT 
     
4 
Membayar pajak terhutang sebelum 
tanggal jatu tempo tanpa adanya paksaan 
dari orang lain 
     
5 
Mengoreksi data yang ada di SPPT 
apabila keadaannya tidak sesuai dengan 
apa yang sebenarnya pada objek pajak 
     
6 
Membayar denda administrasi (bila ada) 
sesuai yang terhutang pada Surat Tagihan 
Pajak (STP) 
     
7 
Membayar pajak terhutang sebesar yang 
tercantum pada Surat Ketetapan Pajak 
(bila ada) sebelum tanggal jatuh tempo 
     
 
 
